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A. Writer Name   : Tiara Mar’atus Solihah 
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C. Thesis Title   : AUTHORITY THE CENTRAL 

JAKARTA DISTRICT COURT TO POSTPONE THE ELECTION 

(STUDY OF JUDGEMENT NUMBER 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST 

JUNCTO 230/PDT/2023/PT DKI) 

D. Number Of Page  : Introductory page IX, Contents page 93 

E. Abstract   : Civil Action of Tort Damages / 

Onrechmatige daad between Prima Party and General Elections 

Commission (KPU) was granted by Central Jakarta District Court in 

judgement no. 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI. This 

judgement became controversial where in decision point 5 (five) ,The judge 

commanded KPU not to carry out the remaining stages of the 2024 General 

Election since this judgement was announced. Thereafter KPU executed the 

stages of General Election during  2 (two) years 4 (four) months 7 (seven) 

days. A while after the judgement was granted, KPU proposed appeal that 

declare rejection of the first judgement. There are 3 issues in this thesis, 

firstly whether the Central Jakarta district court has the authority to 

postpone the election, secondly how the Judge considered the judgement, 

and thirdly what legal actions that  should be taken by the Prima Party. In 

this thesis research, the author uses a type of normative legal research, using 

a statute approach and a case approach with primary legal material sources 

in the form of statutory regulations related to the case being researched and 

secondary legal sources in the form of books, journals and websites. In 

judging lawsuit of tort damages/ Onrechmatige daad, The Central Jakarta 

District Court should carefully consider whether it is more inclined towards 

State Administration cases or more towards Civil cases. If the lawsuit 

indeed meets the elements of an Tort damages/Onrechtmatige Daad then 

the judgement may not depart from its absolute authority and the subject 

matter in dispute. 
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A. Nama Penulis   : Tiara Mar’atus Solihah 

B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416253 

C. Judul Skripsi   : KEWENANGAN PENGADILAN 

NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENUNDA PEMILU (STUDI 

PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST JUNCTO 

230/PDT/2023/PT DKI) 

D. Jumlah Halaman  : Halaman Pengantar IX, halaman isi 97 

E. Isi Abstrak   : Gugatan perdata Perbuatan Melawan 

Hukum (PMH)/ Onrechmatige daad antara Partai Prima dan KPU  

dikabulkan selutuhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan 

nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI. Putusan 

tersebut menjadi kontroversi dimana pada putusan nomor 5 hakim 

memerintahkan KPU untuk untuk tidak melaksanakan sisa tahapan 

Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan. Kemudian KPU 

melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 

tahun 4 bulan 7 hari. Tidak lama setelah putusan itu kabul, KPU mengambil 

Upaya hukum banding yang dalam putusannya membatalkan putusan 

tingkat pertama. Ada 3 yang menjadi persoalan dalam skripsi ini pertama 

apakah pengadilan negeri Jakata Pusat berwenang untuk menunda Pemilu, 

kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dan ketiga 

upaya hukum apa yang seharusnya dilakukan oleh Partai Prima. Dalam 

penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute 

approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan 

hukum primer berupa peraturan perundang – undangan terkait kasus yang 

sedang diteliti dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal dan 

website.  Dalam megadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum/ 

Onrechmatigdaad, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya 

mempertimbangkan dengan matang apakah lebih condong ke perkara Tata 

Usaha Negara atau lebih ke perkara Perdata, jika memang gugatan tersebut 

memang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum/ Onrechmatigdaad 

maka putusan pengadilan tidak boleh keluar dari kewenangan absolutnya 

dan keluar dari pokok materi yang  disengketakan. 

F. Daftar Pustaka   : 37, (Tahun 1945 – 2023) 

G. Dosen Pembimbing  : Dr. Mustakim, S.H., M.H 
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